BAB 11
KONSEP HARTA BERSAMA
DALAM PASAL 92 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam
1. Latar belakang
Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunysate

kaitannya dengan kondisi hukum Islam di IndoneSi@abelum adanya
KHI praktik penerapan hukum semata-mata berdasgr&da penemuan
dan pengambilan hukum dari kitab-kitab klasik, pedakondisi ini

benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi. Apathileruskan praktik
semacam ini dapat menjurus penegakkan hukum yangroteselera dan
persepsi hakim. Kebebasan hakim yang demikian sugamyimpang,

padahal kebebasan hakim dalam mengadili suatu neerkaalah

kebebasan yang tunduk pada hukum.

Suatu hal yang tidak dapat dibantah ialah bahwautukslam
baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umwanmyerupakan
hasil penafsiran abad ke dua dan bebeapa abaditoga. Hal ini yang
kemudian membuat hukum Islam menjadi kaku atath&rkurang bisa
merespon ketika dihadapkan dengan masalah-masasbkdrangan.
Karena banyak masalah-masalah baru yang tidak pgumada masa

Rosulullah dan pada masa para mujtahid madzhabtabderbentuk.

! Abdurrahman,Kompilasi Hukum Islam Di Indonesialakarta: CV. Akademika
Presindo, 1995, him. 17
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Berbagai sikap telah dilontarkan untuk menghadapinpsalahan
ini. Satu pihak ada yang mempertahankan penafpeaafsiran oleh
ulama mujtahid terdahulu. Pihak lain ada yang lgapg pada
penafsiran lama tidak cukup untuk menghadapi pé&amaosial di abad
kemajuan ini. Karena itu penafsiran-penafsiran h&nga diperbaharui
sesuai dengan kondisi dan situasi masa Kini.

Semua itu terjadi karena tidak ada hukum yang nmengcara
sistematis sebagai rujukan mutlak, dan bisa dikatdlukum Islam yang
ada di Indonesia masih merupakan abstraksi hukuemn Bbstraksi
hukum itu disusun dalam kitab-kitab figih para rabjt, sesuai dengan
ra'yu dan suasana waktu serta lingkungan tempat dimatad Ku
ditulis’.

Tidak dapat dipungkiri pengadilan agama cukup brarpelalam
proses penerapan hukum Islam di Indonesia, kenyataasih cukup
banyak permasalahan yang dihadapi sehingga diperlekkali adanya
KHI guna dijadikan pegangan dalam penerapan hukamny

Karena itu, salah satu alasan perlu diadakannyguganan KHI
adalah untuk mengindari kesimpangsiuran putusan tigamnya
perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukam Selain itu
juga untuk mengantisipasi praktik keputusan pesadiyang saling

berbeda padahal kasusnya yang sama.

2 Ibid, him. 29
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Selain permasalahan diatas munculnya ide penyusidgrjuga
disebabkan adanya UU Nomor 14 Tahun 1970 tentangntken-
ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan UU Perkawhomor 1
Tahun 1974, juga dengan disusunnya rancangan unoh@ng tentang
Pengadilan Agama yang kemudian menjadi Undang-Unddomor 7
Tahun 1988

Dalam pembinaan teknis yustisial Peradilan Agamangya
dilakukan oleh Mahkamah Agung, terasa adanya bphekalemahan,
antara lain soal hukum Islam yang diterapkan djkdimgan Peradilan
Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan plefbedaan
pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan, unarigatasi hal ini
diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimenmua hukum
terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agamang dapat
dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksandkgasnya,
sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastiamtiuk

. Proses penyusunan

Usaha penyusunan KHI merupakan bagian dari upajanda
mencari pola figih yang bersifat khas Indonesiai digih yang bersifat
kontekstual, maka proses ini berlangsung lama aejdengan ide-ide
kemunculan pembaharuan hukum Islam Indonesia. Ménga gagasan
untuk mengadakan KHI di Indonesia pertama kali diorkan oleh

Menteri Agama Rl Munawir Sadzali, MA, pada Februafi85 pada

® http://www.jurnalalrisalah.com dikutip pada tanbid Apr 2010 05:33:51 GMT
* http://aafandia.wordpress.com, diambil 22 Apr 201669:42 GMT.
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seminar yang diadakan di IAIN Sunan Ampel Surab&ayejak itu
gagasan untuk merancang kompilasi hukum Islam tereisggelinding
dan mendapat sambutan dari berbagai pihak

Akan tetapi awal munculnya ide untuk merancang kt@sipini
timbul setelah berjalan dua setengah tahun MahkaA@ng dalam
membina bidang teknis yustisial peradilan agamaafyembinaan ini
berdasarkan undang-undang No. 14 tahun 1970 yangnthean bahwa
pengaturan personal, keuangan dan organisasi prgpdngadilan
yang ada diserahkan kepada departeman masing-masing

Gagasan untuk mengadakan KHI ini baru muncul sekaaun
1985 dan kemuculannya hasil dari kompromi antar&dkdmah Agung
dan Departemen Agama. Langkah ini mendapat dukudgedrberbagai
pihak, termasuk dari presiden RI ketika itu Soehdsahkan Presiden-lah
yang memprakarsai penandatanganan Surat KeputusaarnBa (SKB)
antara ketua MA dan Menteri Agama untuk membuatygko
pembentukan KHI

Pada 21 Maret 1985 Mahkamah Agung dan Menteri Agama
menandatangani SKB tentang proyek pembangunan hulgiam
melalui yurisprudensi atau disebut proyek KHI. Rdoyini kemudian

mendapat dukungan oleh Keppres No. 191/1985 tardigg®esember

®> Abdurrahmanep. cit him. 31
® Ibid, him.33
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1985 dengan biaya sebesar Rp. 230.000.000,00. s&hesar ini berasal
dari Presiden Soehafto

Menurut SKB tersebut, ditetapkan sebagai pimpinanum
proyek adalah Prof. H. Bustanul Arifin, S.H, (Kethduda Urusan
Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung). Sgkkam sebagai
pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basg&tr, (Hakim
Agung Mahkamah Agung), didampingi wakilnya H. MuwahZarkasih,
SH (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Isk@partemen
Agama).

Berdasarkan SKB tersebut, tugas pokok proyek ialadduntuk
melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam meglaisprudensi
dengan jalan kompilasi hukum. Untuk melaksanakandilakukan
dengan cara:

a. Pengumpulan data
Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan penelZabagkajian
beberapa kitab.
b. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan para ulama di selurdidniesia.
c. Loka karya
Hasil penelaahan dan pengkajian kitab dan wawanpariu

diseminarkan lebih lanjut melalui loka karya.

" Ibid, him.34
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d. Study komparatif

Untuk memperoleh sistem atau kaidah hukum dengéan ja

memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya.

Kegiatan proyek ini dilakukan sebagai usaha untekumuskan

pedoman bagi hakim pengadilan agama dengan menyksupilasi

hukum Islam, tujuannya untuk merumuskan hukum nilateagi

pengadilan

agama. Adapun pelasanaan penyusunadilékikan dalam

beberapa tah&pyaitu:

a. Tahap I: Persiapan

b. Tahap II: Pengumpulan data, melalui:

1) Wawancara dengan para ulama

2)

Mewawancarai para ulama diseluruh Indonesia, sudah
ditetapakan 10 lokasi, yaitu: Banda Aceh, Medan,
Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa, Ti
Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin.

Pokok masalah yang telah disusun dan disajikangseba
bahan wawancara dimuat dalam sebuah lgukde question
berisi 102 masalah dalam bidang hukum keluarga
Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah dan Wakaf.

Kajian kitab-kitab figih

Kitab-kitab yang diteliti sebanyak 38 kitab. Petefi kitab-

kitab tersebut dilakukan oleh 10 IAIN dalam waktipian

8 Ibid, him. 36
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dan hasil penelitian kitab-kitab tersebut diolahilelanjut
oleh Tim Proyek bagian pelaksanaan Bidang Kitab dan
Yurisprudensi.

3) Yurisprudesni peradilan agama
Dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Pearadi
Agama Islam terhadap putusan Peradilan Agama yegab t
dihimpun dalam 16 buku.
Melalui yurisprudensi ini dapat dilihat apakah kolag
yang dibuat sudah benar-benar bisa diterapkan tatak.
Melalui kegiatan ini pula dapat ditarik umpan baiik
sebagai masukan untuk melakukan penyempurnaan
kompilasi pada masa yang akan datang.

4) Studi perbandingan di negara-negara lain khususegara-
negara timur tengabh.
Disini tujuannya untuk mengetahui bagaimana pergrap
hukum Islam disana, sejauh mana dapat diterapkan di
Indonesia dengan memperbandingkan dengan situasi da
kondisi serta latar belakang budaya, serta sisteradgan
dan studi terkait putusan-putusan peradilan disana.

c. Tahap lll: Penyusunan rancangan Kompilasi Hukuemis|
Setelah pengumpulan data selesai, dilanjutkan depgagolahan
data dan penyusunan draf KHI oleh tim, draf inyaing diajukan

dalam satu lokakarya nasional. Tim Kecil yang mekam tim
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inti terdiri dari sembilan orang, yang setelah nssfakan rapat
sebanyak 20 kali dapat merumuskan 3 buku naskatamgan
KHI, yaitu: Hukum Perkawinan, Hukum, Kewarisan, ddukum
Perwakafan. Pada tanggal 29 Desember 1987 secanamaskah
ini diserahkan kepada Ketua MA dan Menteri Agama.

.Tahap IV: Penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan
masukan akhir para ulama atau cendekiawan muslifonksia
yang ditunjuk melalui loka karya.

Loka karya dilaksanakan pada 2 s.d 6 Februari Ifi8Botel
Kartika Candra Jakarta, kagiatan ini dilakukan kntu
mendengarkan komentar akhir para Ulama dan Cendikia
Muslim sebanyak 124 orang. Selanjutnya peserta kd&ya

dibagi dalam 3 komisi, yaitu:

Komisi | Bidang Anggota

I Hukum - H. Yahya Harahap, SH (Ketua)
Perkawinan | - Drs. H. Mahfudin Kosasih, SH

(Sekretaris)

KH. Halim Muhammad, SH (Narasumbe

Jumlah anggota 42 orang.

I Hukum - H. A. Wasit Aulawi, MA(Ketua)
Kewarisan |- H.Zainal Abidin Abu Bakar, SH
(Sekretaris)

- Kh. A. Azhar Basyir, MA (Narasumber)

-
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Jumlah annggota 42 orang

1] Hukum - H. Masrani Basran, SH (Ketua)

Perwakafan | - Dr. H. A. Gani Abdullah, SH (Sekretaris

Prof. Dr. Rahmat Jatnika (Narasumber)

Jumlah anggota 29 orang

Sedangkan untuk perumusan materi dilakukan di koos
masing-masing komisi untuk dibentuk tim perumusanny

Adapun tim perumusannya adalah sebegai berikut:

Komisi | Bidang Anggota

I Hukum perkawinan| -H. Yahya Harahap SH

Drs. H. Mahfudin Kosasih, SH

KH. Halim Muhammad, SH

H. Muchtar Zarkasyi, SH.

KH. Ali Yafie.

KH. Najih Ahyad.

Il Hukum Kewarisan | -H. A. Wasit Aulawi, MA

H. Zainal Abidin Abu Bakar, SH

KH. A. Azhar Basyir, MA

Prof. KH. Md. Kholid, SH

Drs. Ersyad, SH

1l Hukum perwakafan| -H. Masrani Basran, SH

Dr. H. A. Gani Abdullah, SH
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- Prof. Dr. Rahmat Jatnika
- Prof. KH. Ibrahim Husein, LML

- KH. Aziz Masyhuri

Peran lokakarya ini sangat penting untuk mencapaegakatan
(konsensus) terkait diterimanya rancangan kompilasi menjadi
kompilasi hukum Islam untuk digunakan sebagai pedonbagi
pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara.

Pada 29 desember 1989 pemerintah menerbitkan unatelang
No. 7 tahun 1989 (LN 1989 No. 49) tentang Peradigama. UU ini
mengatur secara formal yang akan dipakai di peftajadigama, akan
tetapi pada saat itu hukum materil yang mana y&ag aigunakan di
pengadilan agama belum jelas. Oleh karena itu kaeriga UU ini seolah
menjadi dorongan kuat untuk memacu lahirnya hukusteninya yaitu
KHI.

Pemerintah pun mendapat desakan dari berbagai pihakk
segera mengesahkan KHI. Ketika itu terjadi perbedpandangan
tentang produk hukum yang akan mewadahi kompiasebut. Idealnya
kompilasi harus dituangkan dalam satu undang-und&eng karena
dikhawatirkan kalau merancang kembali prosesnyan dlexlarut-larut
dan memakan banyak waktu.

Akhirnya pada 10 Juni 1991 Presiden menandatarggres No.

1 tahun 1991. Sebagai tindaklanjutnya, pada 221991 Menteri Agama
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mengeluarkan keputusan No. 154 tahun 1991 tentagigk$anaan
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tah®911 Selanjutnya
kompilasi ini supaya disebarluaskan kepada semuaakpengadilan
agama melalui surat edaran direktur pembinaan bpdeadilan agama

Islam Tgl 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91.

B. Konsep harta bersama menurut Kompilas Hukum Islam
. Konsep Harta Bersama dalam Islam

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami iata
karena usahanya, baik mereka bersama-sama ataa $eamy suami yang
bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah abggerta anak-anak
di rumah. Prinsipnya sekali mereka terikat dalamapgan perkawinan
sebagai suami-istri maka semuanya terikat, baikaharau pun anak-

anak. Seperti yang tertuang dalam:

$O+ @0 DE€QIIOAOD Do F SO @0]
OEEIRY ILIEDUDeE T eT w0l
2>3GY P IOV k m (88T Jm DALD ¢

ALY D o CO>ORNAXN . BT+ F O HE

Artinya:"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan ykaig
sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimuklah
mengambil dari kamu perjanjian yang ktién Nisa’:21)'°

® M. Idris Ramulyo,Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata P&radi
Agama Jakarta: Ind-Hilco, 1991, him. 160

9 yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alguklquran Dan Terjemahnya
Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003, him. 64
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Ada juga yang menyebutkan harta bersama adalah enang
activa dan pasiva harta, baik yang dibawa masing-masing dalam
perkawinan, maupun yang diperoleh dikemudian ledginsa perkawinan.
Karena itu tidak dipermasalahkan apabila istri ilaktif atau tidak,
meskipun istri hanya tinggal di rumah, mengurusahriangga dan anak,
namun hasil suami adalah hasil pencaharian berSama.

Hukum Islam figih klasik sendiri tidak mengenal harta
bersama, bahkan tidak dijumpai ketentuan hukum ereigoencaharian
harta bersama suami-istri dalam kitab-kitab figlietapi dalam Kkitab
Figih Lima Madzhab, karangan Jawwad Mughniyah, rdpai bab
tentang Perabotan Rumah Tanggaenurutnya, kebutuhan perabotan
rumah tangga merupakan kewajiban suami, hal inigngat nafkah dan
segala jenis kebutuhan rumah tangga berada diriasigami. Berbeda
dengan Imam Malik, istri wajib menyediakan perlesmghn rumah tangga
sesuai dengan kebiasaan. Jika mahar sudah ditetetapj jika belum
menerima mahar maka istri tidak berkewajiban meiajeth perabotan
rumah tangga.

Permasalahan muncul ketika perabotan itu akan didzagtidak
ada bukti kepemilikan. Menurut Imam Hanafi, jikardreg tersebut
berguna bagi keperluan laki-laki, maka kepemilikgnoukup ditentukan

berdasarkan pengakuan dan sumpah. Jika perabotsebue cocok

him. 60

1 Hilman HadikusumatHukum Waris AdatBandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990,
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digunakan untuk perempuan, maka yang dipegangalageengakuan dan
sumpah.

Bagaimana jika perabotan tersebut bisa dipakai &gubak?
Menurut Imam Hanafi, keduanya (suami-istri) harusuinpah, setelah
itu barang-barang tersebut dibagi dua. Jika haal@hssatu yang mau
disumpah, maka harta jatuh pada yang disumpah. eBarldengan
pendapatnya Imam Syafi’i, jika terjadi persengketaantang harta
perabotan rumah tangga, maka barang-barang terselikt mereka
berdua, baik barang-barang tersebut bisa dipakdubgatau hanya bisa
dipakai salah satu pihak safa.

Dari uraian diatas, nampaknya ada persatuan hatamd
keluarga, hal itu terlihat dari perselisihan tegtaembagian pemilikan
harta perabotan, dari suami atau istri. Dalam kitalsebut tidak
menjelaskan apakah perabotan tersebut termasul barsama atau
bukan. Tetapi jika melihat perolehan barang pesabotang didapat
dalam masa perkawinan maka harta tersebut termiesigigori harta
bersama.

Konsep harta bersama ini dapat digiyaskan dengarseko
syirkah (kerja sama), lebih jelasnya termasuk dalam korsggkah
mufawwadlah (perkongsian tak terbatds)Dan menurut madzhab

Maliki, Syafi'i, dan Hambali membolehkan system jasama jenis ini.

2 Muhammad Jawwad MughniyaRigih Lima Madzhab(Terj),Jakarta: Basrie Press,
1994, him. 95-96

3 |smuha, Pencaharian Bersama Suami Istrdakarta: PT. Bulan Bintang, 1986,
him.294
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Yaitu jenis perkongsian dimana posisi dan kompgsisak-pihak yang
terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalamniodal, pekerjaan
maupun dalam hal keuntungan dan keruian

Dan memang dalam figih tidak mengenal penggaburngata
kecuali dengan syirkah. Perkawinan dan syirkah pakan dua akad
yang berbeda, karenanya tanpa akad syirkah, akddvpean tidak
menyebabkan terjadinya persatuan harta. Dengank@d@mpersatuan
harta dalam perkwinan dapat terjadi dalam duaylaéi,>:

a) Adanya akad syirkah yang dilakukan suami-istri yalifguat saat
atau sesudah akad nikah.
b) Adanya perjanjian penyatuan harta saat akan nikah.
I1. Konsep harta bersama dalam KHI

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta daldtavwpean
antara suami dan istri, adanya konsep harta ber&amesal dari adat
istiadat atau tradisi yang berkembang di Indond&isep ini kemudian
didukung oleh hukum Islarfi§ih) dan hukum positif yang berlaku di
negara Indonesia.

Dalam KHI konsep harta bersama ini termasuk dalatedori
konsepsyirkah,seperti yang tertuang dalam bab | ketentuan umuwsal pa
1 huruf F, dinyatakan bahwa,

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adaklarta yang
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suasteri selama dalam

Y“Ghufron A. Mas’adiFigh Muamalah KontekstuaSemarang: Raja Grafindo Persada,
2002, him. 194

15 Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam Di Indonesiantara Figih Munakahat
Dan Undang-Undang Perkawinadakarta: Kencana, 2009, him. 179
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ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disdiarta bersama,
tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapaptin

Secara umum konsep harta bersama dalam KHI tertomuhag)
dari pasal 85-97, prinsip KHI mengenai harta dalperkawinan,
terjadinya perkawinan tidak mengakibatkan percaamptnarta. Hal ini
merujuk pada pasal 86 ayat 1 yang berburiada dasarnya tidak ada
persatuan harta antara suami dan istri karena peviken”. Sedang ayat
2 berbunyi:“Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasaiepuh
olehnya, demikian juga dengan harta suami tetapjadeihak suami dan
dikuasai penuh olehnya”.

Kalau pun ada harta bersama, tidak menutup kemoagkada
percampuran harta dari kedua pihak. Hal ini bertfasapasal 85, yang
berbunyi: 'Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing swsau istri”.

Sekilas nampaknya antara pasal 85 dan 86 ada pamed
sebenarnya kedua pasal itu menginformasikan bahi@achukum Islam
tidak dikenal harta bersama yang merupakan persantara harta suami
dan istri, karena memang istilah harta bersamah lelkenal dalam
hukum positif nasional. Sehingga berdasarkan ke#entini sejak
terjadinya perkawinan tidak menutup kemunginanngdapersatuan

harta antara suami dan istfi.

'® Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indenésimpilasi Hukum Islam
Dan Undang-Undang RNo. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agamakarta:Pressindo, 2008,
him. 142

" Hapy SusantoPembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Percergianjakarta:
Visimedia, 2008, him. 9



29

Dalam KHI harta bersama dapat dibagi merfadi
1). Harta bersama
Harta bersama adalah harta benda yang diperol@maeimasa
perkawinan. Berdasarkan pasal 91 ayat 1 hartarbarb&sa berupa
benda berwujud dan benda tak berwujud.
= Benda berwujud yaitu benda bergerak, benda tidagebak,
dan surat-surat berharga (ayat 2).
» Benda tidak berwujud yaitu hak dan keajiban (ayat 3
2). Harta bawaan
Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masiagni dan
istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawirgtau yang
diperoleh sebagai warisan atau hadfh.
Berdasarkan pasal 87 ayat 1 KHI disebutkan bahwa
"Harta bawaan dari masing-masing suami atau istard harta
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atauisaa
adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjaag
pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perksam.
Dan ayat 2, berbunyi:
"Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untukakogdan
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupatibadiah,
sedekah atau lainnya”.
Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dinsidcara

pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisaakhatik oleh

pasangan yang lain. Dan harta bawaan ini, bisa aderjarta

'8 Happy Susantop. cit him. 13
Ibid, him. 14
% Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indanepi cit him. 165



30

bersama jika pasangan pengantin menentukan hakidgendalam
perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau detkgéen lain,
perjanjian yang mereka disepakati dan menghendd&inya
peleburan harta bawaan masing-ma%ing
3). Harta perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanyaildiredcara
pribadi oleh masing-masing pasangan (suami-istrételah
terjadinya ikatan perkawinan. Harta ini bisa berbpdiah, warisan
dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui asdlersama
mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Dgsgrasal 87

ayat 2 seperti yang telah disebutkan di atas.

C. Hak pengelolaan harta bersama pasal 92 Kompilas Hukum Islam.

|. Hak dan kewajiban suami-istri terhadap harta bersama
a. Hak pengelolaan harta bersama
Dalam keluarga, KHI memosisikan suami sebagai lkepal
rumah tangga, dan istri sebagai pengurus rumalgaargelain itu
suami juga wajib mencari nafkah untuk kebutuhanudmja,
sedangkan istri hanya diwajibkan untuk mengurusuddgla.
Perbedaan posisi ini tidak mengakibatkan pada pegye untuk
mengelola harta bersama. Karena prinsipnya, hakkdadndukan

suami-istri adalah seimbang, hal ini sesuai dempgaal 79 ayat 2.

% Happy Susantop. cit him. 15



31

Harta bersama yang merupakan persatuan hartadestri
suami, maka harta ini pun menjadi milik berdua digka
penguasaan mereka berdua. Karena itu sebenarayduadmacam
hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hakagltu artinya,
mereka berdua sama-sama berhak atas harta tedssigdan syarat
harus mendapat persetujuan dari pasangannya.udika gang akan
menggunakan harta bersama, dia harus mendapadadinstrinya.
Demikian juga sebaliknya, istri harus mendapat dani suaminya
untuk menggunakan harta bersama. Hal ini sesuail g KHI
yang berbunyi‘Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tida
diperbolehkan menjual atau memindahkan harta besssth

Selain itu baik suami maupun istri juga dapat menggan
harta bersama sebagai jaminan, dengan ketentuarpetsetujuan
dari salah satu pihak. Tentang hal ini KHI mengagardalam pasal
91 ayat 4, Harta bersama dapat dijadikan barang jaminan oleh
salah satu pihak oleh pihak lainnya.”

Oleh karena itu,jika penggunaan harta bersama tidak
mendapat persetujuan dari salah satu pihak datakga, tindakan
ini dianggap melanggar hukum dan tindakan bisa shigugat

secara hukum.

2 Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Inden&smpilasi Hukum Islam
Dan Undang-Undang RNo. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agadakarta: Pressindo, 2008,
him.165-166



32

b. Kewajiban terhadap harta bersama

Adanya harta bersama dalam suatu keluarga memberi
konsekwensi untuk dijaga dan dimanfaatkan sebagwinmaestinya.
Dalam pasal 89, 90, dan 91 Kompilasi Hukum Islamhvia baik
suami maupun istri mempunyai tanggungjawab untukjaga baik
harta pribadinya atau pun harta bersama.

Pasal 89

“Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, darstri
maupun harta sendirinya.”

Pasal 90

“Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersanmaaupun harta
suami yang ada padanya.”

Dari kedua pasal diatas dapat diketahui bahwa ngamasing
suami-istri  berkewajiban untuk menjaga hartanya imgasiasing,
selain itu suami dan istri bertanggungjawab untu&njaga harta
pasangannya. Tidak ketinggalan suami dan istri noeryga kewajiban
untuk menjaga terhadap harta bersama.

c. Hak sita jaminan

Jika salah seorang dari suami atau istri tidakabgdungjawab

dalam memanfaatkan harta bersama, atau jika ddnarkkan

merugikan bahkan membahayakan terhadap harta keeresaka salah

seorang dari mereka dapat mengajukan ke pengadtak dilakukan
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sita jaminan atas harta bers&mh#etentuan ini diatur dalam pasal 95
sebagai berikut:

Pasal 95, ayat 1 berbunyi:

“‘Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayath@uf c
peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 4t 2, suami
atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuketagékan sita
jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohauayatan cerai,
apabila salah satu melakukan perbuatan yang meamgildan
membahayakan harta bersama, seperti judi, mabukopshodan
sebaginya.”

Ayat 2:

“Selama masa sita jaminan dapat dilakukan penjuaktas harta
bersama untuk kepentingan keluarga atas izin peilgadgama.”

Hak sita jaminan ini dimaksudkan adalah untuk nmama
pemeliharaan dan pendidikan anak, juga untuk makent hal-hal
yang diperlukan untuk menjamin terpeliharanya bgdfagrang yang
menjadi hak bersama suami-istri atau barang-bayang menjadi hak
suami atau istff. Hak sita jaminan ini bisa dilakukan sebelum adany
pembagian harta bersama.

. Kewajiban terhadap hutang-hutang

Harta bersama yang dikelola bersama suami-istraktid
menutup kemungkinan adanya hutang dari pengeloiaanterkait
dengan hal ini, KHI mengaturnya melalui pasal 93atayl

menyebutkan: Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri

dibebankan kepada hartanya masing-masing”.

% Happy Susantop. cit him. 41
% Ibid.
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Pasal ini memberi petunjuk jika suami atau istrimpenyai
hutang secara pribadi, maka hutang tersebut meigadan pada
masing-masing pihak. Berbeda jika hutang terseundkan untuk
keperluan keluarga, berdasarkan pasal 93 ayat, 2wiang tersebut
dibebankan kepada harta bersama.

Tetapi jika harta bersama tidak mampu menutup lgytaraka
beban hutang harta bersama berpindah ke tangani fagat 3),
alasannya karena suami disini memegang kendalilasdgdutuhan
nafkah keluarga. Jika harta suami tidak cukup puituk menutup
hutang keluarga, maka beban hutang tersebut damddip ke tangan
istri.?®
e. Pembagian harta bersama

Harta bersama umumnya dibagi dua yang sama rataaant
suami dan istri. Sedangkan harta bawaan dan hart@epan tetap
menjadi hak milik pribadi masing-masing dan tidaklp dibagi secara
bersama. Ketentuan tentang pembagian harta bedidasarkan pada
kondisi yang menyertai putusnya suatu hubunganapénian, seperti
kematian, perceraian dan sebagaffya

Secara umum pembagian harta bersama baru bisauldilak
setelah adanya gugatan cerai. Maksudnya, daftta barsama berikut
dengan bukti-buktinya dapat disebutkan dalam alagangajuan

gugatan ceraippsitg, untuk dimintakan pembagian harta bersama

% Happy Susantop. cit him. 35
%% |bid, him. 38



35

dalam berkas penuntutapetitun). Namun, jika dalam gugatan cerai
belum menyebutkan harta bersama, maka perlu diajglgatan baru
mengenai pembagian harta bersama.

Alangkah lebih baik lagi jika suami istri menyeliksa
pembagian harta bersama dengan cara musyawarahincalebih
elegan dan lebih menguntungkan kedua pihak. Deogenseperti ini
prosesnya tidak terlalu berbelit-belit, yang menmawaktu, biaya juga
perasaan. Adapun pembagian harta bersama disesukikgan sebab
putusnya hubungan perkawinan, adalah sebagai beriku

a) Cerai mati

Jika perpisahan hubungan suami-istri diakibatkamera
salah satunya meninggal dunia, maka harta bersdagi dua
50:50, ketentuan ini berdasarkakn pasal 96 ayatHl:"Hika
terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama ménjhak
pasangan yang hidup lebih lafhaKarena itu, sebelum
pembagian harta bersama, harus ada kepastian kemgati Hal
ini berbeda jika salah satu pasangan hilang, makakudapat
dilakukan pembagian harta bersama harus ada kapdsikum
melalui Pengadilan Agama. Ketentuan ini diatur oajzasal 96
ayat 2 KHI:

"Pembagian harta bersama bagi seorang suami ataiu ist
atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai gdan

kepastian matinya yang hakiki atau matinya secarkum atas
dasar putusan pengadilan agama”.
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b) Cerai hidup

Jika pasangan suami-istri itu putus karena per@erai
diantara mereka, berdasarkan pasal 97 KHI dinyatbkawa:

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditesrtulain
dalam perjanjian perkawinan”.

Jika dicermati, pada dasarnya dua sumber terselug-s
sama mengatur bahwa jika terjadi perceraian harsama dibagi
dua, masing-masing mendapat bagian 50:50. pembdyigia
bersama ini bisa diajukan bersamaan dengan gugataeraian,
tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cetaii
pengadilaf’.

Harta bersama dari suami poligami

Prinsip perkawinan dalam KHI adalah monogami, npaski
juga tidak menolak perkawinan dengan banyak Be&gitu juga dalam
harta bersama, hal ini diatur dalam pasal 94 aydisdbutkan bahwa:
"Harta bersama dari perkawinan seorang, masing-ngdierpisah
dan berdiri sendiri”. Pasal ini mengakui adanya harta bersama dalam
perkawinan poligami, dan pemilikannya antara iprtama, kedua
dan seterusnya terpish

Sedangkan kapan waktu dimulai terjadinya hartadoess ini

dijelaskan dalam ayat 2 pasal 94 yang menyatakan,

2" Hapy Susantap. cit him. 40
%8 Ibid, him. 41
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"Pemilikkan harta bersama dari perkawinan seoran@nsuyang
mempunyai istri lebih dari seorang tersebut ayadlibjtung pada saat
berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga atsmipat”.

Dari ketentuan tersebut, istri pertama dari suamngy
berpoligami mempunyai hak atas harta bersama desgaminya.
Sedangkan istri kedua dan seterusya hanya berhalkhatta bersama
dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangk@sgmua istri
berhak atas harta bersama, namun istri kedua danuseya tidak
berhak terhadap harta bersama istri pertama. Ketertentang harta
bersama dalam poligami ini bertujuan untuk menarukukum yang
adil bagi perempuan.

Dengan demikian, KHI tidak menutup mata adanya ahart
bersama dalam perkawinan, meskipun begitu perkaidak dengan
sendirinya mengakibatkan persatuan harta antar iswakam istri.
Adanya konsep syirkah dalam harta bersama merupakad yang

berbeda dengan akad perkawinan dan tersendiri.



